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ABSTRAK 

Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) salah satunya merupakan 

tuntutan ketatanegaraan, perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen telah 

memperjelas fungsi, tugas dan wewenang berbagai lembaga negara. Dengan didasarkan pada 

prinsip checks and balances sebagai konsekuensi adanya pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945 terhadap kelembagaan negara, maka kemungkinan akan 

terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara. Mengingat Undang-Undang Dasar 1945 

maupun Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang 

Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara detail pelaksanaan kewenangan tersebut, sehingga 

Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi 
kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi 

sifatnya tidak harus menjadi yurisprudensi dan otomatis berlaku tetapi pertimbangan hukumnya 

cukup relevan dan penting untuk dikaji karena dapat dijadikan acuan bagi logika penyelenggara 

negara lainnya, juga bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi 

periode selanjutnya. Dalam hal sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak 

diatur dalam konstitusi, belum ada satu pun norma yang mengaturnya secara eksplisit. Oleh 

karenanya perlu dikaji lebih mendalam apakah Mahkamah Konstitusi dapat diperluas 

kewenangannya untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar. 

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka (library research) dengan studi 

literatur. Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan mengumpulkan teks-
teks hukum untuk kemudian ditelaah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) sumber 

yaitu, sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data primer 

merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 

8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Sumber data sekunder adalah sumber data yang 

dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer, dalam hal ini adalah Peraturan 

Mahkamah Konstitusi No. 8 Tahun 2006 (08/PMK/2006) tentang Pedoman Beracara dalam 

Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, 

sumber data tersier yaitu sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data 

sekunder, diantaranya adalah teks hukum berupa buku, journal, laporan penelitian, majalah, 

makalah, artikel maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian 
ini. 

Praktik selama ini yang terjadi terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus 

perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar 1945 tidak relevan lagi dengan dinamika sengketa kewenangan lembaga 

negara yang muncul belakangan ini, sehingga perlu ada perluasan kewenangan Mahkamah 

Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu dengan cara memperjelas kedudukan hukum atau 

legal standing kepada lembaga-lembaga negara yang memiliki subjectum litis dan objectum litis 

dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Oleh karena itu, Pasal 24C ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 seharusnya ditafsirkan secara luas antara Pemohon dan Termohon. Agar 

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga 
negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. 

 

Kata Kunci: Sengketa Kewenangan, Legal Standing, Perluasan Kewenangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu tuntutan gerakan reformasi pada tahun 1998 adalah merubah 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dari 

tahun 1999 sampai dengan 2002.
1
 Tuntutan perubahan UUD 1945 yang digulirkan 

tersebut didasarkan pandangan bahwa UUD 1945 tidak cukup memuat sistem 

checks and balances antar cabang-cabang pemerintahan (lembaga negara)
2
 untuk 

menghindari penyalahgunaan kekuasaan atau suatu tindak untuk melampaui 

wewenang. Selain itu, UUD 1945 tidak cukup memuat landasan bagi kehidupan 

demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Aturan UUD 1945 juga banyak yang menimbulkan multitafsir dan membuka 

peluang bagi penyelenggaraan yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan KKN.
3
 

Tuntutan tersebut kemudian diwujudkan dalam empat kali perubahan UUD 1945. 

                                                             
1 Jimly Asshidiqqie, “Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Sistem Hukum Nasional,” 

(makalah disampaikan pada Lokakarya Nasional Perkembangan Sistem Hukum Nasional Pasca 

Perubahan UUD 1945, diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Surabaya, 

27-29 April 2006), hlm. 1. 

2 Dahlan Thalib dan S.F. Marbun menyatakan bahwa pola kelembagaan negara dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan UUD 1945 sebelum perubahan sebenarnya 

memiliki prinsip Checks and balances yang luas, terlihat dalam jabatan Presiden sebagai 

pemegang kekuasaan pemerintahan Negara tertinggi, namun apabila Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) beranggapan bahwa Presiden melanggar haluan Negara, maka DPR dapat meminta Sidang 

Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. 

Dahlan Thalib dan S.F. Marbun, “Masalah-masalah Hubungan Antar Lembaga Tinggi Negara”, 

dalam Sri Soemantri, dkk, Hukum dan Politik Indonesia, Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan 

Otonomi Daerah, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 64. 

3 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat, (Jakarta: 

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2005), hlm. 4. 
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Meskipun struktur ketatanegaraan pasca amandemen telah berubah, namun 

masih ada saja orang yang menggunakan paradigma lama dalam memahami 

lembaga negara dimana lembaga negara dibagi dalam dua kategori yaitu lembaga 

tertinggi dan lembaga tinggi negara. Padahal konsepsi penyelenggaraan 

kekuasaan telah berubah seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
4
  

Dalam paradigma pemikiran sebelumnya, tidak terbayangkan bahwa sesama 

lembaga negara dapat timbul sengketa kewenangan. Kalaupun timbul perselisihan 

antara satu lembaga dengan lembaga lain, maka perselisihan semacam itu 

diselesaikan begitu saja melalui proses-proses politik ataupun kultural, atau setiap 

masalah yang dihadapi diselesaikan secara politik oleh lembaga atau instansi 

atasan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari lembaga yang terlibat 

persengketaan. Penyelesaian politis dan melalui mekanisme pengambilan 

keputusan yang bersifat vertikal itulah yang mewarnai corak penyelesaian 

masalah ketatanegaraan selama ini.
5
  

Barulah setelah adanya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, 

yang mengadopsi pembentukan lembaga negara Mahkamah Konstitusi yang salah 

satu kewenangannya adalah memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
6
Adanya Mahkamah 

Konstitusi diharapkan menjadi lembaga negara pengawal dan penafsir konstitusi 

                                                             
4 Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, (Jakarta: 

Konstitusi Press, 2006), hlm. 4. 

5 Ibid., hlm. 9. Dalam hal ini berdasarkan pendapat Second Founding Father: bahwa 

lembaga negara yang menimbulkan sengketa dengan lembaga negara lainnya, proses 

penyelesaiannya diselesaikan oleh parlemen. Dalam  hal ini tidak jauh berbeda dengan  pendapat 

Jimly, dimana Jimly menyebutkan diselesaikan oleh lembaga atau instansi atasan yang 

mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. 

6 Ibid., 
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(The Guardian and The Interpreter of the Constitution) dengan kata lain yang 

menjadi pokok dalam sistem perkara Mahkamah Konstitusi adalah Konstitusi itu 

sendiri.
7
 

Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) salah 

satunya merupakan tuntutan ketatanegaraan dengan semakin marak terjadinya 

sengketa kewenangan antar lembaga negara. Perubahan ketatanegaraan Republik 

Indonesia setelah amandemen telah memperjelas fungsi, tugas dan wewenang 

berbagai lembaga negara. Dengan didasarkan pada prinsip checks and balances 

sebagai konsekuensi adanya pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur dalam 

UUD 1945 terhadap kelembagaan negara, maka kemungkinan terjadinya sengketa 

terhadap kewenangan antar lembaga negara ini terjadi. Jimly Asshiddiqie 

mengatakan bahwa: 

“Mengapa lembaga-lembaga itu dapat bersengketa? Sebab dalam sistem 

ketatanegaraan yang diadopsikan dalam ketentuan UUD 1945 sesudah 

perubahan Pertama (1999), Kedua (2000), Ketiga (2001), dan Keempat 

(2002), mekanisme hubungan antar lembaga negara bersifat horizontal, 

tidak lagi bersifat vertikal. Jika sebelumnya kita mengenal adanya lembaga 

tinggi dan lembaga tertinggi negara, maka sekarang tidak ada lagi lembaga 

tertinggi negara”.
8
 

 

Lebih lanjut Achmad Roestandi menyatakan bahwa: 

“Bertambahnya lembaga negara dan bertambahnya ketentuan sebagai 

akibat perubahan UUD 1945, menyebabkan potensi sengketa antara 

lembaga negara menjadi semakin banyak. Sementara itu telah terjadi 

perubahan paradigma dari supremasi MPR ke supremasi Konstitusi, 

sehingga tidak ada lagi lembaga tertinggi (yang sebelumnya diduduki oleh 

MPR) yang memegang kekuasaan dan berwenang menyelesaikan sengketa 

                                                             
7 Konstitusi merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai tata cara bernegara 

suatu bangsa dengan kata lain konstitusi itu memuat atau menggambarkan bagaimana keadaan 

organisasi suatu negara. 

8 Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan….,  hlm. 2-3. 
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antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan lembaga yang netral 

untuk menyelesaikan sengketa tersebut”.
9
 

 

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga, Mahkamah Konstitusi merupakan salah 

satu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman. Kemudian pada Pasal 24C 

ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa, “Mahkamah Konstitusi berwenang 

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, 

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil 

pemilihan umum”. Inilah dasar konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa kewenangan konstitusional 

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 

1945.
10

 

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi,
11

 “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga 

negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dilihat 

dari ketentuan ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa 

kewenangan konstitusional lembaga negara merupakan manifestasi dari 

                                                             
9 Achmad Roestandi, Mahkamah konstitusi dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Sekjen dan 

Kepaniteraan MK, 2005), hlm. 6. 

10 Jimly Asshiddiqie, Sengketa Kewenangan….., hlm. 1. 

11 Pasal 2 Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 
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pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi 

tersebut. 

Terkait dengan penyelesaian perkara memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 oleh Mahkamah 

Konstitusi, sejak 2003 sampai saat ini, terdapat 25 perkara. Dari 25 perkara 

tersebut yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi, terdiri dari 1 perkara 

dikabulkan, 3 perkara ditolak, 17 perkara tidak dapat diterima, 4 perkara ditarik 

kembali.
12

 

Mengingat UUD 1945, maupun UU No. 24 Tahun 2003 Jo UU No. 8 

Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara detail 

pelaksanaan kewenangan tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi diberikan 

kewenangan
13

 untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran 

pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
14

 Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi 

sifatnya tidak harus menjadi yurisfrudensi dan otomatis berlaku
15

 tetapi 

pertimbangan hukumnya cukup relevan dan penting untuk dikaji karena dapat 

dijadikan acuan bagi logika penyelenggara negara lainnya, juga bagi pelaksanaan 

tugas dan kewenangan konstitusioanal Mahkamah Konstitusi periode 

                                                             
12 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=5. 

13 Pasal 86 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003. 

14 Hasil penelitian Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) kerjasama Mahkamah 

Konstitusi menyebutkan, “UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga belum 
menegaskan konsepsi lembaga negara. Padahal, undang-undang itu yang dijadikan pedoman bagi 

Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan tugas-tugas konstitusionalnya, termasuk 

memeriksa dan memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara. Dengan demikian, UU 

Mahkamah Konstitusi menyerahkan penafsiran tentang lembaga negara kepada Mahkamah 

Konstitusi.” Firmansyah Arifin, dkk, Lembaga Negara dan sengketa Kewenangan Antarlembaga 

Negara, (Jakarta: Konsorsium  Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Mahkamah Konstitusi, 

2005), hlm. 38. 

15 Ibid., hlm. 39. 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapSKLN&menu=5
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selanjutnya.
16

 Dalam hal sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya tidak diatur dalam konstitusi, belum ada satupun norma yang 

mengaturnya secara eksplisit. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis 

tertarik untuk membahas tentang “Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya 

Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar relevan atau sesuai dengan dinamika sengketa 

kewenangan lembaga negara yang muncul belakangan ini? 

2. Apakah Mahkamah Konstitusi dimungkinkan mempunyai perluasan lebih 

kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian yang dibuat penulis ini adalah sebagai 

berikut: 

                                                             
16 Luthfi Widagdo Eddyono, “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh 

Mahkamah Konstitusi”, (Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010). 
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a. Untuk menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh Undang-Undang Dasar relevan atau sesuai dengan dinamika 

sengketa kewenangan lembaga negara yang muncul belakangan ini. 

b. Untuk menjelaskan apakah Mahkamah Konstitusi dimungkinkan 

mempunyai perluasan lebih kewenangan untuk memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar. 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini terdiri dari dua 

aspek, yaitu: 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat 

bagi pengembangan keilmuan yakni ilmu hukum pada umumnya, serta 

menambah referensi dan literatur keilmuan di bidang Hukum Tata 

Negara dan konstitusi lebih khususnya mengenai sengketa kewenangan 

konstitusional lembaga negara. 

b. Secara praktis, diharapkan penelitian yang dibuat penulis ini dapat 

digunakan menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dan DPR untuk 

membuat norma secara eksplisit dan regulasi peraturan perundang-

undangan terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam 

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar. 
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D. Telaah Pustaka 

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema mengenai “Perluasan 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan 

Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar” 

ditemukan beberapa tulisan dan karya ilmiah yang berkaitan dengan tema 

penulisan ini yakni, sebagai berikut: 

Karya pertama adalah skripsi yang disusun oleh Dian Novita, yang 

berjudul “Sengketa Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi 

(Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/SKLN-IV/2006 Tentang 

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara KPI Melawan Presiden RI q.q 

Menteri Komunikasi dan Informatika)”.
17

 Penelitian tersebut membahas mengenai 

bagaimanakah pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili 

sengketa konstitusional lembaga negara sejak diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian diperoleh 

simpulan bahwa menurut penelitiannya, sebagai lembaga negara yang 

melaksanakan cabang kekuasaan dibidang yudikatif, Mahkamah Konstitusi telah 

berdiri di Indonesia sebagai salah satu buah reformasi yang bergulir sejak tahun 

1998. Sebagai lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang 

dan kewajiban yang cukup berat dan strategis, sebagaimana halnya lembaga 

sejenis di negara-negara lainnya, yakni sangat terkait erat dengan Konstitusi. 

                                                             
17 Dian Novita, “Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara Oleh Mahkamah 

Konstitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/SKLN/IV/2006 Tentang Sengketa 

Kewenangan Lembaga Negara Antara KPI Melawan Presiden RI q.q Menteri Komunikasi dan 

Informatika)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2012). 
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Mengacu pada hal tersebut, secara teoritis Mahkamah Konstitusi mempunyai dua 

fungsi, sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi. 

Karya kedua adalah skripsi yang disusun oleh Raditya Gumelar 

Mahardika, dengan judul “Analisis Kedudukan Hukum Lembaga Negara 

Penunjang (Auxiliary State Organ) Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga 

Negara Yang Diputus Oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan 

Nomor:030/SKLN-IV/2006)”.
18

 Dalam penelitian ini membahas tentang 

bagaimanakah kedudukan hukum lembaga negara penunjang dalam penyelesaian 

sengketa kewenangan antar lembaga negara oleh Mahkamah Konstitusi dan 

bagaimanakah implikasi yuridis putusan Nomor 030/SKLN-IV/2006 terhadap 

kedudukan hukum lembaga negara penunjang dalam sengketa kewenangan antar 

lembaga negara. Kemudian diperoleh kesimpulan menurut penelitiannya, dengan 

merujuk legitimasi hakim konstitusi hendaknya dilakukan penafsiran yang lebih 

luas dalam menentukan subjectum litis  dan objectum litis dalam hukum acara 

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), selain melalui penafsiran hakim 

konstitusi juga perlu melakukan interpretasi yang dibatasi sesuai dengan konteks 

yang tepat, yaitu bentuk pemberian kekuasaan terhadap lembaga tersebut yang 

harus atributif dan derivatif yang tidak mengandung hierarki. Kemudian selain itu 

di dalam menentukan subjectum litis atau objectum litis perkara sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar ditentukan terlebih dahulu kewenangan-kewenangan yang 

                                                             
18 Raditya Gumelar Mahardika, ”Analisis Kedudukan Hukum Lembaga Negara Penunjang 

(Auxiliary State Organ) Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Yang Diputus Oleh 

Mahkamah Konstitusi (Studi Putusn Nomor: 030/SKLN-IV/2006)”, Skripsi Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta (2012). 
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diberikan oleh Undang-Undnag Dasar dan baru kemudian kepada lembaga-

lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan. 

Selanjutnya karya ketiga tulisan Winasis Yulianto yang berjudul 

“Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara”.
19

 

Membahas mengenai bagaimanakah model penyelesaian sengketa kewenangan 

lembaga negara, dari penelitian tersebut maka didapat kesimpulan bahwa model 

penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang menjadi kewenangan 

Mahkamah Konstitusi dibatasi pada lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan secara atribusi oleh Undang-Undang Dasar. Dalam praktik 

ketatanegaraan Indonesia, dalam hal terjadi sengketa kewenangan lembaga negara 

di luar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, diselesaikan oleh 

Presiden. Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara model ini tidak 

menjamin kepastian hukum dan cenderung tidak dipatuhi oleh pihak-pihak yang 

bersengketa. 

Terakhir, Karya Keempat penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah 

Arifin dkk dengan judul “Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Lembaga 

Negara”.
20

 Penelitian tersebut mengkaji mengenai pengertian lembaga negara 

setelah amandemen Undang-Undang Dasar, lembaga-lembaga manasajakah yang 

disebut sebagai lembaga negara, bagaimanakah kedudukan dan kewenangan 

lembaga-lembaga negara menurut peraturan perundang-undangan, lembaga 

manasajakah yang bisa menjadi pihak dalam sengketa kewenangan antar lembaga 

                                                             
19

 Winasis Yulianto, “Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga 

Negara”, Jurnal Ilmiah Fenomena, Volume XII, Nomor 1 (Mei 2014). 

20 Firmansyah Arifin dkk, Lembaga Negara…., hlm. 30-31. 
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negara di Mahkamah Konstitusi dan prihal apa yang bisa menimbulkan potensi 

sengketa antar lembaga negara yang dapat menjadi kewenangan Mahkamah 

Konstitusi. 

 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teoritik merupakan pisau analisis yang digunakan dalam 

membuat suatu karya ilmiah. Maka dari itu, untuk memecahkan suatu persoalan 

sekaligus menjawab pokok permasalahan yang ada, penyusun menggunakan 

beberapa teori yang relevan untuk menganalisis permasalahan tersebut, yaitu: 

1. Negara Hukum 

Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep rechtsstaat dan the rule of 

law, juga berkaitan dengan konsep nomocracy yang berasal dari perkataan nomos 

dan cratos. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan demos, dan 

cratos atau kratien dalam demokrasi. Nomos berarti norma, sedangkan cratos  

adalah kekuasaan, yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam 

penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Oleh karena itu, istilah 

nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum 

sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A. V. 

Dicey, hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “rule of law” yang berkembang di 

Amerika Serikat dengan jargon “the rule of law, and not of man”.
21

 Yang 

sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. 

                                                             
21 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2014), hlm.  25. 
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Konsep negara hukum di Eropa Kontinental pada zaman modern sekarang 

ini dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, 

Fichte dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu rechtsstaat. 

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, Konsep negara hukum dikembangkan 

dan dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan The Rule of Law.  

Konsep negara hukum yang disebut oleh Julius Stahl dengan istilah 

rechtsstaat memiliki empat elemen penting, yaitu: 

a. Perlindungan hak asasi manusia. 

b. Pembagian kekuasaan. 

c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang. 

d. Peradilan Administrasi Negara. 

 

Adapun A. V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap 

negara hukum yang disebutnya dengan istilah The Rule of Law, yaitu: 

a. Supremacy of law. 

b. Equality before the law. 

c. Due process of law.
22

 

 

Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintah tentu dibatasi oleh hukum 

yang disepakati dan berlaku, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak 

sewenang-wenang. Pembatasan kekuasaan pemerintah oleh hukum akan 

berdampak positif terhadap hak-hak rakyat atau warga negara.
23

 Sebab, jika 

kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum, pemerintah dengan sendirinya tidak 

dapat bertindak sewenang-wenang, sehingga pengakuan dan perlindungan hak-

                                                             
22 A.V. Dicey,  An Introduction to Study of Law of Constitution, (London: Mac. Millan & 

Co, 1959), hlm. 117. Lihat pula Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di 

Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 80. 

23 Munir Fuady, Teori Negara Hukum (Rechtstaat), Cetakan ke-1, (Bandung: PT Refika 

Aditama, 2009), hlm. 3.  
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hak rakyat akan terwujud. Dapat dikatakan bahwa dalam negara hukum, 

hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan 

kekuasaan, melainkan berdasarkan suatu norma obyektif yang juga mengikat 

pihak yang memerintah.
24

 

Negara hukum menghendaki adanya pembatasan terhadap kekuasaan 

pemerintah dan tindakan warga negara, sehingga baik pemerintah maupun warga 

negara harus tunduk kepada hukum. Dalam penyelenggaraan kekuasaan dalam 

negara hukum, ada dua hal yang harus diperhatikan yakni, pertama, jika segala 

bentuk penyelenggaraan kekuasaan yang berdasarkan atas hukum, artinya 

tindakan pemerintah harus didasarkan atas ketentuan hukum yang sudah 

mengaturnya terlebih dahulu, dikenal dengan asas legalitas. Asas legalitas 

dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum sekaligus membatasi kekuasaan 

pemerintah, sehingga pemerintah tidak dapat bertindak jika tidak ada dasar 

hukumnya. Kedua, kekuasaan yang berdasarkan atas hukum berarti bahwa hukum 

sebagai pedoman terhadap cara-cara penyelenggaraan kekuasaan negara. 

kekuasaan yang dimiliki pemerintah tidak dapat diselenggarakan dengan cara-cara 

yang tidak berpedoman kepada aturan hukum yang telah ada dalam peraturan 

perundang-undangan.
25

 Hukum mengatur prosedur atau tata cara yang harus 

dilakukan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. 

 

                                                             
24 Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 38. 

25 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum 

Pemerintahan yang Baik, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 50. 



14 
 

2. Lembaga Negara 

Lembaga negara/organ negara/alat-alat perlengkapan negara menjadi satu 

kesatuan yang tak terpisahkan dengan keberadaan negara. Keberadaan organ-

organ negara menjadi keniscayaan untuk mengisi dan menjalankan negara. 

Pembentukan lembaga negara/organ negara/alat-alat perlengkapan negara 

merupakan manifestasi dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam 

menyelenggarakan pemerintahan. Pembentukan negara tidak lain untuk 

kepentingan rakyat sehingga pembentukan lembaga negara/organ negara/alat-alat 

perlengkapan negara harus merefresentasikan aspirasi rakyat.
26

 Menurut Jellinek, 

Bapak Ilmu Negara, organ negara dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu alat-alat 

perlengkapan negara yang langsung (unmittebare organ) dan alat-alat 

perlengkapan negara yang tak langsung (mitterbare organ). Adapun ukuran 

langsung atau tidaknya pembentukan alat perlengkapan negara yang dimaksud 

konstitusi, organ negara langsung menentukan ada atau tidaknya negara, 

sedangkan keberadaan organ yang tidak langsung bergantung pada organ 

langsung.
27

  

Pembentukan lembaga negara akan selalu terkait dengan sistem 

penyelenggaraan negara, yang di dalamnya termuat antara lain fungsi setiap organ 

yang dibentuk dan hubungan-hubungan yang dijalankan. Dalam konteks itu, 

paling populer dan banyak diadopsi berbagai negara adalah konsep trias politika. 

Doktrin yang pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan Montesquie ini 

membagi kekuasaan negara dalam tiga macam, yaitu kekuasaan legislatif, 

                                                             
26 Firmansyah Arifin, dkk., lembaga Negara….., hlm. 14. 

27 Padmo Wahyono, Ilmu Negara, (Jakarta: Indo Hil. Co, 2003),  hlm. 222. 
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eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif berfungsi membuat Undang-

Undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan Undang-Undang, dan kekuasaan 

yudikatif merupakan kekuasaan yang mengadili pelanggaran atas Undang-

Undang. Menurut Montesquie, ketiga jenis kekuasaan tersebut harus dipisahkan 

satu sama lain (separation of power), baik mengenai tugas (fungsi) maupun alat 

perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Secara khusus, Montesquie 

menekankan pentingnya kebebasan dari badan kekuasaan yudikatif karena di 

situlah letak kemerdekaan individu dan hak asasi manusia dijamin dan 

dipertaruhkan.
28

 

Implementasi dari proses pemisahan kekuasaan dilakukan dengan 

membentuk organ-organ negara yang memiliki kewenangan berbeda tetapi saling 

berhubungan sehingga dapat mencegah terjadinya dominasi satu cabang 

kekuasaan. Menurut Arif Budiman, sistem politik yang demokratis didasarkan 

pada perimbangan kekuatan politik yang nyata.
29

 

Sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, Logemen mengemukakan 

beberapa persoalan menyangkut lembaga negara yaitu: (1) pengadaan lembaga-

lembaga negara, dalam arti siapa yang membentuk dan mengadakan lembaga 

dimaksud, (2) oleh karena setiap lembaga-lembaga negara harus diduduki oleh 

pejabat, persoalannya adalah bagaimana mekanisme pengisian lembaga-lembaga 

dimaksud, melaui pemilihan, pengangkatan atau mekanisme lain, (3) apa yang 

menjadi tugas dan wewenangnya. Untuk mencapai tujuan negara setiap lembaga 

                                                             
28 Robert M. Maclver dalam Miriam Budiharjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT 

Gramedia, 1993), hlm. 40. 

29 Arif Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi, (Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka, 1996), hlm. 152. 
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negara harus diberi tugas dan wewenang, (4) bagaimana hubungan kekuasaan 

antara lembaga negara yang satu dengan yang lain.
30

 

3. Kewenangan 

Kewenaangan dalam bahasa inggris disebut authority, kewenangan adalah 

otoritas yang dimiliki suatu lembaga untuk melakukan sesuatu atau tidak 

melakukan sesuatu. Menurut Robert Bierste Powerdt, bahwa wewenang adalah 

institutiolainalized power (kekuasaan yang dilembagakan).
31

 Kewenangan 

merupakan wujud nyata dari kekuasaan. Sementara itu, kekuasaan menurut 

Miriam Budiharjo adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku 

lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan 

keinginan dari perilaku yang mempunyai kekuasaan.
32

 Kewenangan dalam 

konteks penyelenggara negara terkait pula dengan paham kedaulatan 

(sovereignty). Dalam konteks wilayah hukum dan kenegaraan orang yang berjasa 

memperkenalkan gagasan kedaulatan adalah Jean Bodin dan setelah itu 

dilanjutkan oleh Hobbes. Menurut Hobbes, kedaulatan bukan hanya merupakan 

atribut negara, melainkan juga merupakan fungsi esensial yang ada di dalamnya. 

Konsep kedaulatan inilah yang membedakan antara organisasi negara dan 

                                                             
30 Logemen, dikutip oleh Sri Soemantri, “Masalah Alat-alat Perlengkapan Negara” dalam 

Padmo Wahyono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, (Jakarta: Ghalia, 1984), hlm. 

91. 

31 Robert Bierstedt dalam Miriam Budiharjo, Demokrasi di Indonesia: Demokrasi 

Parlementer dan Demokrasi Pancasila, dan dikutip dalam PSHK,  Semua Harus Terwakili: Studi 

Mengenai Reposisi MPR, DPR dan Lembaga Kepresidenan di Indonesia, (Jakarta: PSHK, 2000), 

hlm. 7. 

32 Miriam Budiharjo, Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer….,  hlm. 6. 
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organisasi sosial. Kedaulatan adalah jiwa (soul) dari lembaga politik yang disebut 

negara yang disimbolkan sebagai makhluk kebal yang tak terkalahkan.
33

 

Terkait dengan paham kedaulatan, dalam filsafat hukum dan kenegaraan 

dikenal ada lima teori mengemuka dalam menjelaskan kedaulatan, yaitu 

kedaulatan Tuhan (sovereignty of God),  kedaulatan raja (sovereignty of the king), 

kedaulatan hukum (sovereignty of law), kedaulatan rakyat (people’s sovereignty), 

dan paham kedaulatan negara (state’s sovereignty). 

Diantara kelima kedaulatan tersebut, kedaulatan tuhan merupakan paham 

yang paling tertua. Paham ini berpendapat bahwa kekuasaan dihayati dan diterima 

sebagai sesuatu yang berasal dari alam gaib. Kekuasaan tertinggi berada pada 

Tuhan. Thomas Aquinas dengan berpijak pada hukum moral menolak segala 

paham kewajiban yang tidak dilegitimasikan secara rasional. Hukum buatan 

manusia hanya berlaku apabila isinya sesuai dengan hukum kodrat. Secara tegas, 

Thomas menolak kekuasaan sebagai dasar hukum dan menuntut legitimasi etis 

penggunaan kekuasaan. Kekuasaan hanyalah kenyataan fisik dan sosial, tetapi 

tidak memuat wewenang , dan tak seorang pun yang asali mempunyai wewenang 

atas manusia lain, yang berwenang hanyalah satu, yaitu sang pencipta, dan 

segenap wewenang atas manusia harus mendapat haknya dari wewenang 

pertama.
34

 

Teori kedaulatan raja berpendapat bahwa kekuasaan yang tertinggi ada 

pada raja. Salah satu tokoh sentral dalam paham ini adalah Machiavelli. 

                                                             
33 Jimly Asshiddiqie, dalam Firmansyah Arifin dkk, Lembaga Negara…., hlm. 16. 

34 Frans Magnis Suseno, Kuasa dan Moral, (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 4-5. 
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Menurutnya, yang baik adalah apa saja yang memperkuat kekuasaan raja.
35

 

Timbulnya teori kedaulatan rakyat sebagai reaksi atas kedaulatan raja. Pelopor 

dari paham ini adalah J.J Rousseau, yang mengajarkan kontrak sosial. Menurut 

Rousseau, konsep kedaulatan itu bersifat dan didasarkan pada kemauan umum, 

rakyat menjelma melalui perundang-undangan. Untuk itu, menurutnya, 

kedaulatan memiliki empat sifat, yaitu kesatuan (unite) bersifat monistis, bulat 

dan tak terbagi (indivisibilite), tak dapat dialihkan (inalienabilite), dan tidak dapat 

berubah (imprescriptibilite).
36

 

Teori kedaulatan negara merupakan reaksi dari kedaulatan rakyat. Paham 

ini menghendaki pelaksanaan teori kedaulatan raja dalam suasana kedaulatan 

rakyat. Kedaulatan menurut paham tersebut bukan terletak pada rakyat, melainkan 

ditangan negara. Pada dasarnya negara hanyalah alat, bukan pemilik kedaulatan. 

Jadi, paham kedaulatan negara merupakan penjelmaan baru dari teori kedaulatan 

raja. Teori kedaulatan hukum timbul sebagai penolakan atas paham kedaulatan 

negara dan kedaulatan raja. Kekuasaan tertinggi bukan terletak pada raja, bukan 

pula pada negara, melainkan pada hukum yang bersumber pada kesadaran setiap 

orang. Hukum dalam paham ini diartikan sebagai “perintah-perintah” negara.
37

 

Terkait dengan sumber kekuasaan atau kewenangan, Aristoteles menyebut 

hukum sebagai sumber kekuasaan. Dalam pemerintahan yang berkonstitusi 

hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa agar 

pemerintahan untuk kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum. Dengan 

                                                             
35 Ibid., hlm. 8. 

36 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme….., hlm. 102. 

 37 Padmo Wahyono, Ilmu….., hlm. 155. 
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meletakkan hukum sebagai sumber kekuasaan, para penguasa harus menaklukkan 

diri di bawah hukum.
38

 Pandangan ini berbeda dengan pandangan pendahulunya, 

Plato, yang meletakkan pengetahuan sebagai sumber kekuasaan. Karena, menurut 

Plato, pengetahuan dapat membimbing dan menuntun manusia ke pengenalan 

yang benar.
39

 

Kewenangan, menurut Hardjono, meliputi kewenangan antar lembaga 

negara yang bersifat horizontal dan kewenangan secara vertikal, yaitu berkaitan 

dengan penggunaan wewenang tersebut kepada rakyat. Menurut Hardjono, 

seringkali terjadi kekaburan dalam menggunakan istilah fungsi, tugas, wewenang, 

dan kewajiban. Selama ini belum ada konsep hukum yang jelas tentang kata-kata 

tersebut dari segi hukum dan dasar-dasar teoritis atas pemberian makna-makna 

tersebut secara komprehensif. Fungsi mempunyai makna yang lebih luas daripada 

tugas. Jika tugas akan digunakan, akan lebih tepat untuk menyebut aktivitas-

aktivitas yang diperlukan agar fungsi dapat terlaksana. Fungsi memerlukan 

banyak aktivitas agar fungsi dapat terlaksana. Gabungan dari tugas-tugas adalah 

operasionalisasi dari sebuah fungsi yang sifatnya ke dalam. Tugas selain 

mempunyai aspek ke dalam juga memiliki aspek ke luar. Aspek ke luar dari tugas 

adalah wewenang.
40

 

 

 

 

                                                             
38 J.H. Rapar, Filsafat Politik Aristoteles, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 54. 

39
 Ibid., hlm. 53.  

40 Hardjono di dalam Firmansyah Arifin dkk,  Hukum dan Kuasa Konstitusi, (Jakarta: 

KRHN, 2004), hlm. 27-28. 
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4. Konstitusionalisme 

Hampir semua negara di dunia ini dijalankan berdasarkan konstitusi. 

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pedoman dalam penyelenggara 

negara. Dalam konstitusi diatur bagaimana proses-proses kekuasaan bekerja dan 

saling berhubungan, serta hak-hak dasar warga negara. Herman Hiller dalam 

bukunya Theory and Practice of Modern Government menyebut Undang-Undang 

Dasar sebagai riwayat hidup suatu hubungan kekuasaan.
41

 Menurut Sri Soemantri, 

konstitusi memuat tiga hal yaitu; adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan 

warga negaranya, adanya sistem ketatanegaraan yang bersifat fundamental, serta 

tugas dan wewenang dalam negara yang bersifat fundamental.
42

 

Kebutuhan terhadap konstitusi berpangkal dari gagasan konstitusionalisme 

yang menghendaki adanya pembatasan atas kekuasaan. Konstitusionalisme 

menurut Carl J. Friedrich merupakan gagasan-gagasan bahwa pemerintahan 

merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama 

rakyat, tetapi yang dikenai beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin 

bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahggunakan 

oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Menurut Friedrich, 

pembatasan yang paling efektif adalah dengan membagi/memisahkan kekuasaan 

(separation of power).
43

 

Meskipun hampir setiap negara memiliki konstitusi, hanya saja konstitusi 

yang berlaku memiliki karakteristik berbeda-beda sesuai dengan konteks negara 

                                                             
41 Miriam Budiardjo, Demokrasi Parlementer….., hlm. 96. 

42
 Sri Soemantri, “Konstitusi Serta Artinya Untuk Negara” dalam Padmo Wahyono,  

Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, (Jakarta: Ghalia, 1984), hlm. 9.  

43 Miriam Budiardjo, Demokrasi Parlementer…., hlm. 97. 
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bersangkutan. Diantara karakter tersebut adalah konstitusi yang fleksibel dan 

kaku. C.F. Strong membagi kedua karakteristik konstitusi tersebut berdasarkan 

pada prosedur perubahan konstitusi. Menurut C.F. Strong, UUD yang dapat 

diubah dengan prosedur yang sama dengan prosedur membuat Undang-Undang 

disebut konstitusi fleksibel, sementara UUD yang hanya dapat diubah dengan 

prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat Undang-Undang disebut 

dengan konstitusi yang kaku.
44

 Terkait dengan konstitusi yang fleksibel dan rigid 

(kaku) James Bryce berpendapat, konstitusi yang rigid cirinya adalah memiliki 

kedudukan yang lebih tinggi dari peraturan perundang-undangan yang lain, 

sehingga hanya dapat diubah dengan jalan yang istimewa seperti melalui 

referendum atau melalui keputusan legislatif dengan suara mutlak. Sementara, 

konstitusi yang fleksibel mempunyai ciri; elastis, sehingga dapat menyesuaikan 

diri dengan perkembangan masyarakat, dan cara perubahannya sama dengan 

prosedur perubahan Undang-Undang.
45

 

Goerge Jellinek membagi ciri perubahan konstitusi melalui 2 (dua) cara 

yaitu; (1) verfassungs-anderung, yakni cara perubahan konstitusi yang dilakukan 

dengan cara yang telah ditentukan dalam konstitusi, (2) melalui prosedur 

verfassungs-wandelung, yakni perubahan konstitusi yang dilakukan tidak 

berdasarkan cara formal yang ditentukan dalam konstitusi, melainkan melalui 

jalur istimewa, seperti revolusi dan kudeta.
46

 

                                                             
44 Ibid, hlm. 114. 

45
 James Bryce, dalam Taufiqurrahman Syahuri, Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur 

Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 54. 

46 James Bryce, dalam Taufiqurrahman Syahuri, Hukum Konstitusi, hlm….., 48. 



22 
 

Dalam konteks Indonesia, proses perubahan terhadap UUD dilakukan 

secara amandemen, yaitu perubahan yang dilakukan secara gradual dan bertahap. 

Adapun dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD 

1945 adalah; (1) UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu 

pada kekuasaan tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya melakukan kedaulatan 

rakyat, (2) UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada 

pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden), (3) UUD 1945 mengandung pasal-

pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu penafsiran 

(multitafsir), (4) UUD 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada 

kekuasaan presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan Undang-Undang, dan 

(5) rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup 

didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang 

demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi 

manusia dan otonomi daerah.
47

 

5. Hermeneutika 

Hermeneutik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu 

hermeneuein yang berarti menafsirkan. Hermeneutik secara harfiah dapat 

diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi. Istilah Yunani ini mengingatkan 

kepada kita pada hermes yaitu tokoh mitologis yang mempunyai tugas 

menyampaikan pesan Jupiter kepada umat manusia dengan cara menerjemahkan 

pesan-pesan dari dewa ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh manusia. 

                                                             
47 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Panduan dalam Memasyarakatkan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses dan Hasil Perubahan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal 

MPR RI, 2003), hlm. 11-14. 
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Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menyadur sebuah pesan ke dalam 

bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya.
48

 

Menurut Wolf dalam Palmer
49

, hermeneutika adalah sesuatu yang praktis, 

sebuah bentuk kebijaksanaan untuk mempertemukan problem-problem spesifik 

interpretasi. Problem-problem interpretasi sangat beragam, disesuaikan dengan 

kesulitan-kesulitan linguistik dan historis tertentu yang dibentuk oleh teks asli 

dalam bahasa Yahudi, Yunani, dan Latin. 

Sementara itu Muslih
50

 memahami bahwa hermeneutik merupakan sebuah 

filsafat yang memusatkan bidang kajiannya pada persoalan “understanding of 

understanding” (pemahaman pada pemahaman) terhadap teks kitab suci, yang 

datang dari kurun waktu, serta situasi sosial yang asing bagi pembacanya. 

Sumaryono
51

 juga berpendapat bahwa hermeneutik belum bisa diterima sebagai 

metode yang universal, namun metode ini setidaknya mendukung pemahaman 

tentang sebuah pemahaman dan interpretasinya. 

Adapun yang dimaksud dengan hermeneutika hukum, sebagaimana yang 

didefinisikan oleh Gregory Leyh dalam bukunya yang berjudul “Legal 

Hermeneutics: History and Practice”, Gregory mengutip pendapat Gadamer yang 

menyatakan bahwa hermeneutika hukum bukanlah merupakan suatu kasus yang 

khusus, tetapi ia hanya merekonstruksikan kembali dari seluruh problem 

                                                             
48 E. Sumaryono, Hermeneutik, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 24 

49 Richard E Palmer, Hermeneutics Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey, 

Heidegger, and Gadamer, (Terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Musnur Hery dan 

Damanhuri Muhammed) Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2005), hlm. 96. 

50 Muhammad Muslih, Filsafat Ilmu Kajian atas Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangkat 

Teori Ilmu Pengetahuan, (Yogyakarta: Belukar Yogyakarta, 2004), hlm. 152. 

51 E. Sumaryono, Hermeneutik…., hlm. 21. 
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hermeneutika dan kemudian membentuk kembali kesatuan hermeneutika secara 

utuh, dimana ahli hukum dan teologi bertemu dengan para ahli humaniora.
52

 

Menurut Jazim Hamidi, hermeneutika hukum sebagai ajaran filsafat 

mengenai hal mengerti/memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi 

terhadap teks dimana metode dan teknik penafsirannya dilakukan secara holistik 

dalam bingkai keterkaitan antara teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, 

dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci. 

Urgensi kajian hermeneutika hukum, dimaksudkan tidak hanya 

membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para yuris positif yang 

elitis, tetapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau behaviorial yang 

terlalu empirik sifatnya. Kajian hermeneutika hukum juga telah membuka kepada 

para pengkaji hukum untuk tidak hanya berkutat pada paradigma positivisme dan 

metode logis formal saja. Tetapi sebaiknya hermeneutika hukum menganjurkan 

agar para pengkaji hukum menggali dan meneliti makna-makna hukum dari 

persefektif para pengguna dan atau para pencari keadilan.
53

 

Kajian hermeneutika hukum mempunyai dua makna sekaligus, pertama, 

hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks 

hukum. Dimana interpretasi yang benar terhadap teks hukum itu harus selalu 

berhubungan dengan isi (kaidah hukumnya), baik yang tersurat maupun yang 

tersirat, atau antara bunyi hukum dan semangat hukum. Menurut Gadamer ada 

tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir yaitu: (1) memenuhi 

subtilitas intelegendi (ketetapan pemahaman), (2) subtilitas explicandi (ketetapan 

                                                             
52 Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 42. 

53 Ibid., hlm. 48. 
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penjabaran), dan (3) subtilitas applicandi (ketetapan penerapan). Maka tidak 

berlebihan jika para pakar hukum, ilmu sosial dan filsafat beranggapan bahwa 

hermeneutika hukum merupakan alternatif yang tepat dan praktis untuk 

memahami naskah normatif. Kedua, hermeneutika hukum juga mempunyai 

pengaruh besar dengan teori penemuan hukum. Hal ini ditunjukkan dalam 

kerangka lingkaran spiral hermeneutika, yaitu proses timbal balik antara kaidah-

kaidah dan fakta-fakta. Karena dalil hermeneutika menjelaskan bahwa orang 

harus mengkualifikasikan fakta-fakta dalam bingkai kaidah-kaidah dan 

menginterpretasikan kaidah-kaidah dalam bingkai fakta-fakta.
54

 

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan timbulnya sengketa bisa 

disebabkan oleh beberapa kemungkinan, diantaranya adalah kurang memadainya 

sistem yang mengatur dan mewadahi hubungan antar organ yang ada sehingga 

menimbulkan perbedaan interpretasi. Perbedaan interpretasi terhadap suatu 

ketentuan yang menjadi bingkai bagi penyelenggaraan negara seringkali menyulut 

sengketa. Ada banyak penafsiran yang sering digunakan untuk menilai atau 

memahami suatu konteks permasalahan, diantaranya adalah penafsiran oleh 

lembaga pengadilan dan penafsiran konstitusional. Terkait dengan sengketa 

kewenangan, salah satu penafsiran yang dapat digunakan adalah penafsiran 

konstitusional. 

Penafsiran konstitusional merupakan salah satu metode yang sering 

dipergunakan oleh ahli, bahwa setiap proses keputusan hukum dan kebijakan 

negara harus dibuat sesuai ketentuan konstitusi. Pada dasarnya prinsip penafsiran 

                                                             
54 Ahmad Zaenal Fanani, “Hermeneutika Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum: 

Telaah Filsafat Hukum”, Makalah, hlm. 4-5. 
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konstitusional sama statusnya dengan penafsiran yang dilakukan oleh lembaga 

peradilan. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penafsiran 

konstitusional yaitu penafsiran secara tekstual, historis, fungsional, doktrinal, 

prudensial, ethic, dan natural. 

Penafsiran secara tekstual, dalam arti setiap keputusan harus berdasar dan 

melihat pada fakta dari norma hukum yang tertulis. Dalam penafsiran ini setiap 

ketentuan diartikan apa adanya (plain meaning), dengan satu jaminan setiap orang 

akan memahami ketentuan tersebut tanpa khawatir adanya interpretasi lain. 

Dalam penafsiran ini dapat dilakukan melalui interpretasi texstual context secara 

kata demi kata dan penafsiran secara menyeluruh dari isi konstitusi.
55

 

Secara historis, bahwa penafsiran tidak didasarkan pada kenyataan/fakta 

atau norma tertulis, namun lebih berdasarkan pada analisa proses perancangan 

hukum, maupun latar belakang penyusunan konstitusi. Penafsiran ini sering pula 

disebut dengan penafsiran sejarah legislatif. Penafsiran dilakukan dengan 

menelaah dokumen, panitia atau laporan komisi legislatif, transkip dan berbagai 

perdebatan yang terjadi. 

Penafsiran secara fungsional disebut juga penafsiran struktural, dimana 

setiap keputusan didasarkan pada analisa struktur hukum yang termuat dalam 

konstitusi dan bagaimana struktur tersebut diartikan sebagai fungsi yang saling 

berkaitan antara satu dengan yang lain secara harmonis. Adapun secara doktrinal, 

bahwa keputusan didasarkan pada pendapat-pendapat para ahli hukum, khususnya 

legislatif, eksekutif dan ketua pengadilan. Secara prudensial, bahwa keputusan 
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Law Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 93. 
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berdasarkan pada faktor-faktor eksternal dalam hukum atau kelompok-kelompok 

yang berkepentingan dalam suatu perkara. Sementara penafsiran secara etik, 

bahwa keputusan diambil berdasar pada rasa keadilan, apa yang benar dan salah, 

serta apa yang menjadi tujuan utama dari peraturan perundang-undangan. 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa 

dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. 

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu. Sistematis adalah 

penelitian dilakukan berdasarkan suatu sistem. Konsisten berarti tidak adanya hal-

hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.
56

 Agar mempermudah 

dalam mengarahkan metode penelitiann yang digunakan dalam menyusun skripsi 

ini, maka penyusun menyajikan beberapa hal yang terkait seperti yang disebutkan 

berikut ini: 

1. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). 

Library research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan 

penelitiannya. Dengan kata lain library research merupakan suatu penelitian yang 

memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.
57

 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian 
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 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, cetakan 2010), hlm. 

42. 

57 Bambang Waluyo, Penelitian dalam Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.17. 
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normatif ialah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka 

baik data primer maupun data sekunder.
58

 Dalam hal ini, adalah untuk mencari 

data tentang masalah lembaga negara dan sengketa kewenanangan lembaga 

negara yang kewenangnnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Telaah yang 

dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada 

penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. 

2. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis-

normatif, pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang dilakukan 

berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-

konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan penelitian ini. Memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis 

melalui berbagai sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum dan 

hierarki yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

lembaga-lembaga negara dan sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. 

3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) sumber yaitu, sumber  

data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data primer 

merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, sumber data primer atau 

sumber utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang 
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Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Sumber data sekunder adalah 

Sumber data yang dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data 

primer, dalam hal ini adalah Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 

08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan 

Konstitusional Lembaga Negara. Selanjutnya, sumber data tersier yaitu sumber 

data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder 

diantaranya adalah teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, majalah, 

karya ilmiah, artikel-artikel maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat 

untuk mendukung penelitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan proses, prosedur atau cara yang 

digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian 

yuridis-normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi pustaka atau bahan pustaka 

saja. Studi pustaka dilakukan dengan pencarian data dan informasi melalui 

dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang 

dapat mendukung proses penulisan penelitian ini. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Perluasan Kewenangan 

Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 
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yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar” maka sistematika 

penulisan yang dipakai dan tersusun adalah sebagai berikut: 

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang 

masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan atau 

manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan 

dilakukan oleh penyusun. 

Bab kedua, berisikan gambaran secara lebih komprehensif mengenai aspek 

teori yang berkaitan dengan konstitusi dan konstitusionaisme, konstitusi Indonesia 

dari masa ke masa serta keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia, sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia, dan fungsi/tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. 

Bab ketiga, berisi uraian mengenai tinjauan umum konsepsi lembaga 

negara, definisi dan konsepsi lembaga negara, perkembangan organisasi negara 

dan pemerintahan, trias politica lembaga negara, perkembangan lembaga negara 

di Indonesia, lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, klasifikasi 

lembaga negara, perkembangan lembaga negara independen (komisi negara) dan 

sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia. 

Bab keempat, berisi analisis data mengenai apakah kewenangan 

Mahkamah konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang 

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar relevan atau sesuai dengan 

dinamika sengketa kewenangan lembaga negara yang muncul belakangan ini. 

Serta menjawab apakah Mahkamah Konstitusi dimungkinkan untuk memutus 
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sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar. 

Bab kelima, merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran 

atas penulisan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka yang dimaksudkan 

untuk memberikan daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi ini. 
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 BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yuridis yang telah diuraikan dan dipaparkan oleh 

penyusun pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa 

penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) oleh Mahkamah 

Konstitusi hanya dibatasi pada lembaga negara yang kewenangannya diberikan 

oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau dengan kata lain bahwa hanya kewenangan 

yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar saja yang mempunyai kedudukan 

hukum (legal standing) dari sengketa kewenangan lembaga negara tersebut dan 

Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk memutus sengketa yang 

demikian, akan tetapi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar tidak relevan atau sesuai dengan dinamika sengketa 

kewenangan lembaga negara yang muncul belakangan ini. Sementara itu, 

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam 

Undang-Undang Dasar dan hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan 

lainnya di luar yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, hanya 

diselesaikan oleh Presiden atau lembaga yang kedudukannya lebih tinggi dari 

lembaga yang bersengketa. Penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara 

semacam itu tidak menjamin kepastian hukum dan cenderung tidak dipatuhi oleh 

lembaga-lembaga negara yang bersengketa, sehingga Mahkamah Konstitusi harus 
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diperluas kewenangannya, tidak hanya memutus sengketa kewenangan lembaga 

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar saja, tetapi 

juga memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenanganya 

diberikan oleh peraturan perundang-undangan lainnya di bawah Undang-Undang 

Dasar. 

 

B. Saran 

1. Pemerintah segera melakukan perubahan (Amandemen) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 24 ayat (1). 

Frasa “yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar” 

dihapus, sehingga ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara”. 

2. Merevisi Pasal 1 angka 3 huruf b, Pasal 10 angka 1 huruf b, Pasal 30 huruf 

b, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Mahkamah Konstitusi. 

3. Memperbaharui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2006 

tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 

di Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) agar 

memperjelas ketentuan lembaga negara yang dapat menjadi Pemohon atau 

Termohon dalam perkara sengkata kewenangan lembaga negara di 

Mahkamah Konstitusi. 
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